
 

 

 

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR : 21/KEP/DPRD/IX/2025 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN 

DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa pengaturan Kode Etik Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Kode Etik sudah tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga 

perlu diganti; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  193 ayat 

(1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas 

rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dibahas oleh Panitia Khusus yang dibentuk 

dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 

Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 

Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Yogyakarta; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja; 

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota 

Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta; 

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Tata Tertib; 

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 

11/K-PKS/IX/2025 tanggal 19 September 2025 perihal 

Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus; 

2. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 021/F-

PDIP/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal 

Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus; 

3. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 

032/F.Gerindra/IX/2025, tanggal 22 September 2025, 

perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus; 

4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 085/FPG-

KOTA/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal 

Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus; 

5. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09/FP-

NasDem/DPRDKotaYka/IX/2025, tanggal 22 

September 2025, perihal Permohonan Utusan Fraksi 

sebagai Anggota Pansus; 

6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 

003/F.PAN/IX/2025 tanggal 24 September 2025 

perihal Utusan Pansus; 






